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PEIL1TUIL4N B\IPATI SUhtBAWABAT

NOMOR TAI3£/N 2021

ble*imbang: a. twa ri oenuntasan 3 (lima) pilar program Sanitasi

loi He-Oasis ùfasvarakat (STB81) di Kabupaten Sumbawa

Ban ne-1s upara secara menveluruh;

b. bahwa Aoaratur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa

Harat cühmmpkao menjadi contoh atau teladan bagi

. i dalam nUOtasaO Ü (limaJ pilar program

5anitasi Total Berbasis Llasyarakat (STBM);

C. bai'wa bOaasa'kan pe''i°'ba°gan eÖaaaimana dsya

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Gen .sparatur Pemerintah Daerah Drtlem

Mengingat' Pasal18 ayat (6) Undarig-UndangQ Dä Negara Republik

Indoriesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang NOmor 30’ Tahun

Pembentukan xabupaœn Sumba=• aa•at



Tengg•n Ba›at (Lembaran Negara Republik lndonesia

T£l)iun 2oos Nomor 145, També Lembaran M

Republik lndonesia Nomor 4340J;

3. Urldang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5063);

4. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Teehilll

2014 Nomor 6, Tambahan mmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambalian Lembaran Nega:ra.

Republik Indonesia Nomor 558’7) sebagaimana telah

beberapa kali diiibah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 teritang Perubalian Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoriesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ker;a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

224);

7. Peraturan Presides Republik Indonesia Nomor 97 Tahun

2017 tentang Kebijakan dan Strategi NasionalPengelolaan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

Rumah Tangga;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor3

Tahun 2014 tentang Sanitasi TOtal Berbasis Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang

Kesehatan;

Dipindai denqan Ca m'2canner



T8hun 2013 tentang Oevo Bebae Buang

Sflmbarangan Nol;

Peraturan Daerah Kabupaten SumbaW B t

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Samp&i

i3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor3

Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan t M

Royong;

13.Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 108 Tahun2018

tentang Pengelolaan, Pemanfaatan Sampah dan Pendidikan

Berwawasan Lingkungan;

14.Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 20 Tahun 2019

tentang Petunjuk Pelaksanaan PrO S£ln1tD.ei Total

Berbasis Masyarakat diKabupaten Sumbawa Bar&t;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN APARATUR

PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA

PENUNTASAN 5 (LIMA) PILAR PROGRAM SANITASI

TOTAL BERBASIS MASYARAICAT DI KABUPATEN

SUMBAWA BARAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturari Bupati iniyang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggam

Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanQan uruean

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.

4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang g } j}j]qyy
i

Forkopimda adalah forum xang digunakan untuk mempgy,

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

f
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10.

14.

15.

"‘“' "'°"* e pia mtanjutoPa ‹tbâ°m+ *** ""*^*" ' ’'''.'

"‘ an• dan Pnmberhentiao pegawai ASB daB

'°-•‹•=•• usw a »•iana n«n»a*»n aua •«w• —
]2€'• RtllT&il perundang-undangan.

8. Kepala Desa/Lurah Qdalah Kepala Oesa/lnifah di KabupatmZ

Ba‹ t.

9. Kepala dt}spyl/ı«ngkungan adalah Kepala dusun/Lingkun8an

Kabupaten Sumbawa Barat.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhen

dasar masyarakat.

11. Gerakan adalah Pergerakan, usaha, atau kegiatan di lapangan

dalam bidang sosial, ekonomi, budava dan sebagninya-

13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelax-arıan dalam rangkn penyediaan

barang dan/atan jasa kebutuhan dasar j-arıg berhak dipemleh oleh mtiap

Warga Negara secara minimal.

Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, j-ang selanjumş-a dimbut

Pemberdayaan Mas)'arakat adalah pmses untuk meningkatkan

pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu. keluarga serta

masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yung

dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui

pendekatan edukatif dan partisipatif serta mempertıaÖken kebutuhan

potensi dan sosial budaya setempat.

Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Bidang Keeehatan, yung

selanjutnya disebut Tenaga Pendamping adalah se eorang jj

kemampuan untuk mendampingi serta membantu proses

keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mB22ggdopei inovasi di

bidang kesehatan.

Upaya Kesehatan Bersumber daya Maeyarakat jumya dian›ut

uKBM adalahbana pemberdayaan masyamkat, yang t¡¡ g

dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untukQ

masyarakat, dengan bimbingan dari pegawai Ayjq dj g

lainnya. " , ’,'’!



19.

20.

16. e BkttHidupBereih d&nSehat yangaelanjutnya disebut PHBS adalah

'ek*lmpu1an pePİlg}tU yang dipraktikkan atas dasar It eadaran sebagai

hasil pembelajaran, yang menjadikan seeeorang, keluarga,kelompoJt atau

t TTl tR]3{j menolong dirinya sendiri (mandiri) dibidanQ

kesehatan dan berperan aktifdalam mewujudkan kesehatan masyarakot-

SanitaSİ TOtal Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM

ad£tJ£tl pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter

elalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.

18.5 (lima) Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutrıya

disebut 5 Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang

digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat yang meliputi Pilar 1 Stop Buang AirBesarSembarangan,

Pilar 2 Cuci Tangan Pakai isabun di air yang mengalir, Pilav 3

Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, Pilar4 Penangan

Sampah Rumah Tangga, dan Pilar5 Penanganan Limbah Cair Rumah

Tangga.

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya

disingkat PDPGR adalah penyediaarl ruang dan penegasan arah

penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara merıcapai tujuaıı

yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolorıg

dengan dilandasi semangat Ikh1as,Jujur, dan Sungguh-sungguh dalam

mewujudRan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan

kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan

pengentasan kemiskinan.

Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang

selanjutnya disebut Agen Pemberdayaan PDPGR adalah kader

pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan

program serta pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan gotong

royong.

Pasal2

(1) Aparatur Pemerintah Daerah melakukan penuntasan 5 pilar STBM di

lingkungan tempat tinggal dan lingkungan ke a;

(2) Tujuan Gerakan Aparatur Pemerintah Daerah dalam riga

penuntasan5 (Irma} pilar Program STBM:

a.Aparatur Pemerintah Daerah menjadi contoh atau teladan bagi

masyarakat;



b. Aparatur Pemerin

peTlggerakan pemberdayaan masyarakat.

c. Aparatur Pemerintah Daerah sebagai ae@aQa Motivator d

Inspirator, dalam mewujudkan kondisi5 (lima)P
@ STBM

sebagai budaya untuk berprilaku hidup berfiih daftH > -

d. Membangun partisipasi Aparatur Peoierintah Daerah untuk berpe

6ktif dalam menciptakan prilaku hidup bersih dam S hat A

Lingkungan masing masing.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Bupati inimeliputi:

a. Persiapan

b. Pelaksanaan;

c. Monitoring dan Evaluasi;

BAB III

PERSIAPAN

Pasal4

(1) Bupati membentuk Tim Pelaksana Gerakan Tuntas 5 (lima) Pilar

Program STBM.

(2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati

(3) Persiapan Penuntasan5 (limaJ Pilar Program STBMdilakukan

dengan tahap:

a. pendataan diwilayah masing-masing;

b. musyawarah tingkat RT;

c. musyawarah tingkat dusun/lingkungan;

d. musyawarah tingkat desa/kelurahan;

e. perencanaan partisipatif;

(4) Seluruh pentahapan persiapan sebagaimana dmakfiud pada ayat (1}

dilaksanakan dengan mengutamakan gotong royong.
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Pasal5

AparatuiPemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penuritasan 5 (limal

pilar Program STBM berperan sebagai:

a. Dalam tahap pendataan, Aparatur PemerintahDaerah membentuk Tim

ditingkat Du sun/Lingkungan dan melakukan pendataan Si2C

menyeluruh sesuai dengan lingkungan tempat tinggalm£tSilg•'
£tS

lg-

b. Dalam tahap mu syawarah, dilakukan secara be enjang 5{$ dari

tingkat RT, sampai dengan tingkat desa dengan melibatkijn ketua RT,

kepala dusun/lingkungan, Pemerintah desa, den St ehO1der terkmt

lainnya.

c. Tahap perencanaan partisipatif Meliputi:

1 . Pengumpulan dan tabetlasi data

2. Perencanaan kebutuhw

3. Menentukan Sumber daya manusia yang akandilib£ttk£Ln

4. Menentukan waktu pelaksanaan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal6

Dalam tWapPelaksanaan Kegiatan penuntasan 5 {/ g) pilar Program

STBMdilakukan dengan:

1. Memberituk Posko Penuntasan (lima) Pilar prog1‘iRm STBM dl

5.

Dusun/Lingkungan masing masing;

2 Memberi dukungan dalam proses penyelenggaraan Penuntasan5

Pllar Program STBM diDusun/ Lingkungan masing masing;

Melaksanakan
koordinasi dengan stakeholder ant£tf£t 1£L1n

Pemerintali Desa/Kelurahan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,

Kader, Babinsa, Babinkarntibmas;

4.Berperan tif datum penyelesaian masalah untuk Penuntasan5

PilarProgram STBM diDusun/Lingkungan masing masing;

Bersama Sama dengan masyarakat dan stakeholder lainnya

membangun dan atau meriyediakan sarana dan prasara untuk

penuntHS&n 5 M Ogram STBM

6.Mendarnpingi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;



Paeal7

(1) Dalam Penuntae»n5 (lima) Pilar STBM m.libatkan Pem«»«i

dan Agen pemberdayaan PDPGR.

(2) Agen pemberdayaan PDPGR sebagaimana dimaksud pad8 Boat (1}

Bersama-eama Aparatur Pemerintah Daerah &W*

menggerakkan masyarakat dalam upaya Penuntaean 5 ( •)

Program STBM;

BABV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal8

(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Ger«ku °P ät^'’

Pemerintah Daerah tuntas5 (lima) pilarprogrdJTl STBM dilak

oleh Tim.

(2) Tim memberikan arahan dan masukan dalam rangka penuntasaD da£l

atau keberlanjutan program STBM sesuai dengan kondisi lapangan-

(3)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dilTlaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara berkala.

(4) Aparatur Pemerintah Daerah berperan aktif dalam membantu Tim

melakukan monitoring dan evaluasi.

(5) Monitoring dan evaluasi dilakukan bersamaan dengan melaksanakan

Gotong Royong mandiri di lingkungar sekitarnya bersama masyarakat

dan stakeholder lainnya untuk memastikan 5 {lima) pilar Program

STBM telahdilaksanakan secara berkelanjutan.

(6) Gotong royong sebagaimaria dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan

setiap hart minggu pertama pada bulan berkenaan.

BAB Vl

PENGHARGAAN

Pasal9

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada ASN yang Ikhlas, Jujur, dan

Sungguh-sUIl$g{lh (US} dalam melaksanakan Gerakan ASN tuntae5 (lima}

pjJar Program STBM sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.



BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Paeal lo

Peraturan Bup££ti Ji milt berlaku pada tangga di£llldangkan. Agar se’tiap

O
'•"g =•

e
Ilg•

t
•**U»£,memerintahkan pngi2’ldangan Peraturan Bupati int

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

DiundangRan diTaliwang

Pada tanggal 2021

Pj.SEKRETARIS DASRAH

KABUPATEN SUMBA A BARAT,

Ditetapkan di Taliwang

.

“ H\fBAWA BARAT,
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